
WALIKOTA  KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 45  TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa  memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1), Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang nomor 

3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Unadng Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Unadng, 

menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan 

bersama dengan Walikota Kediri terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Walikota Kediri melaksanakan pengeluaran stinggi-tingginya sebesar 

angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai 

keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan 

walikota Kediri tentang APBD;

b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November 2010 Kota 

Kediri belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka untuk memperoleh

persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan  pengeluaran 

setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf  a ,perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Anngaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak  

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 



Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan 

Retribusi daerah ( Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Pengeluaran Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Partai Politik;

30. Peraturan Menteri Dalam negeri  Nomor 37 tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011;

31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 

2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Kediri;

33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan  Tata Kerja Sekreatriat Daerah Kota Kediri dan 

Sekretariat DPRD Kota Kediri;

34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;

35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri; 

36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;



37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;

38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Kediri Tahun 2010-2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2011

Pasal  1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 697.806.608.476,41

2. Belanja Daerah Rp 783.541.000.280,51

Defisit Rp 85.734.391.804,10

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Rp 88.136.344.304,10

b. Pengeluaran Rp 2.401.952.500,00

Pembiayaan Netto Rp 85.734.391.804,10

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri  dari :

a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 85.086.486.177,41

b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 510.705.823.650,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 102.012.298.649,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 15.558.998.594,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.9.037.602.427,00

c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 

1.283.748.061,13



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 59.208.137.095,28

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan :

a. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.88.012.473.650,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.421.789.650.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah sejumlah Rp. 903.700.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.32.039.457.649,00

b. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 59.738.171.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya 

Rp.10.234.670.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja tidak lngsung sejumlah Rp. 442.105.322.245,77

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.341.435.678.034,74

(2) Belanja tidak langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 355.479.457.297,00

b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 33.357.831.160,49

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 640.144.800,00

d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.640.144.800,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 24.237.523.225,28

f. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 1.447.350.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.50.333.331.254,36

b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp 120.963.099.151,83

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 170.139.247.628,55

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.88.136.344.304,10

b. Pengeluaran sejumlah Rp.2.401.952.500,00



(2) Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa lebih perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 88.136.344.304,10

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.350.000.000,00

b. Pembayaran pokok Utang sejumlah Rp. 51.952.500,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi 

SKPD,Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

,Oraganisasi SKPD,Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

Urusan Pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambhan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD akan diatur dalam Perauran Walikota.



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa 

Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  

pada tanggal  30 – 12 -  2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

           H. SAMSUL ASHAR
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WALIKOTA  KEDIRI


PERATURAN WALIKOTA KEDIRI


NOMOR  45  TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA KEDIRI,

		Menimbang

		:

		a.

		bahwa  memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Unadng Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Unadng, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota Kediri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Walikota Kediri melaksanakan pengeluaran stinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan walikota Kediri tentang APBD; 



		

		

		b.

		bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November 2010 Kota Kediri belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan  pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf  a ,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 



		

		

		

		



		Mengingat

		:

		1.

		Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



		

		

		2.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



		

		

		3.

		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak  Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



		

		

		4.

		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



		

		

		5.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



		

		

		6.

		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



		

		

		7.



		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



		

		

		8.

		Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



		

		

		9.

		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



		

		

		10.

		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



		

		

		11.

		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



		

		

		12.



		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



		

		

		13.

		Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



		

		

		14.

		Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



		

		

		15.

		Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



		

		

		16.

		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



		

		

		17.

		Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 


4575);



		

		

		18.

		Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



		

		

		19.

		Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



		

		

		20.

		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



		

		

		21.

		Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



		

		

		22.

		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



		

		

		23.

		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



		

		

		24.

		Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



		

		

		25.

		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);



		

		

		26.

		Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah ( Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);



		

		

		27.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



		

		

		28.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;



		

		

		29.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;



		

		

		30.

		Peraturan Menteri Dalam negeri  Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;



		

		

		31.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);



		

		

		32.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;



		

		

		33.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Sekreatriat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;



		

		

		34.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;



		

		

		35.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri; 



		

		

		36.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;



		

		

		37.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;



		

		

		38.

		Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-2014;





		M E M U T U S K A N :






		Menetapkan

		:

		PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2011



		

		

		



		Pasal  1



		



		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :



		1.

		Pendapatan Daerah 

		Rp

		697.806.608.476,41



		2.

		Belanja Daerah

		Rp

		783.541.000.280,51



		

		

		

		Defisit

		Rp

		85.734.391.804,10



		3.

		Pembiayaan Daerah 

		

		



		

		a.

		Penerimaan 

		Rp

		88.136.344.304,10

		

		



		

		b.

		Pengeluaran

		Rp

		2.401.952.500,00

		

		



		

		

		

		Pembiayaan Netto

		Rp

		85.734.391.804,10



		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

		Rp

		0,00



		



		Pasal 2



		



		(1)

		Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri  dari :



		

		a. 

		Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 85.086.486.177,41



		

		b. 

		Dana perimbangan sejumlah Rp. 510.705.823.650,00



		

		c. 

		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 102.012.298.649,00



		(2) 

		Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 



		

		a. 

		Pajak daerah sejumlah Rp. 15.558.998.594,00



		

		b. 

		Retribusi Daerah sejumlah Rp.9.037.602.427,00



		

		c. 

		Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.283.748.061,13



		

		d. 

		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 59.208.137.095,28



		(3) 

		Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :



		

		a. 

		Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.88.012.473.650,00



		

		b. 

		Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.421.789.650.000,00



		

		c. 

		Dana Alokasi Khusus sejumlah sejumlah Rp. 903.700.000,00



		(4) 

		Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :



		

		a. 

		Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.32.039.457.649,00



		

		b. 

		Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 59.738.171.000,00



		

		c. 

		Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp.10.234.670.000,00



		



		Pasal 3



		



		(1) 

		Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari :



		

		a. 

		Belanja tidak lngsung sejumlah Rp. 442.105.322.245,77



		

		b. 

		Belanja Langsung sejumlah Rp.341.435.678.034,74



		(2) 

		Belanja tidak langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:



		

		a. 

		Belanja Pegawai sejumlah Rp. 355.479.457.297,00



		

		b. 

		Belanja Hibah sejumlah Rp. 33.357.831.160,49



		

		c. 

		Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 640.144.800,00



		

		d. 

		Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.640.144.800,00



		

		e. 

		Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 24.237.523.225,28



		

		f. 

		Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 1.447.350.000,00



		(3) 

		Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :



		

		a. 

		Belanja Pegawai sejumlah Rp.50.333.331.254,36



		

		b. 

		Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp 120.963.099.151,83



		

		c. 

		Belanja Modal sejumlah Rp. 170.139.247.628,55



		

		

		



		Pasal 4



		



		(1) 

		Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari :



		

		a. 

		Penerimaan sejumlah Rp.88.136.344.304,10



		

		b. 

		Pengeluaran sejumlah Rp.2.401.952.500,00



		(2) 

		Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :


Sisa lebih perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 88.136.344.304,10



		(3) 

		Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :



		

		a. 

		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.350.000.000,00



		

		b. 

		Pembayaran pokok Utang sejumlah Rp. 51.952.500,00



		

		

		



		Pasal 5



		

		

		



		Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :



		1. 

		Lampiran I

		Ringkasan APBD;



		2. 

		Lampiran II

		Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD;



		3. 

		Lampiran III

		Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi SKPD,Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;



		4. 

		Lampiran IV

		Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah ,Oraganisasi SKPD,Program dan Kegiatan;



		5. 

		Lampiran V

		Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



		6. 

		Lampiran VI

		Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;



		7. 

		Lampiran VII

		Daftar Piutang Daerah;



		8. 

		Lampiran VIII

		Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;



		9. 

		Lampiran IX

		Daftar Perkiraan Penambhan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;



		10. 

		Lampiran X

		Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;



		11. 

		Lampiran XI

		Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;



		12. 

		Lampiran XII

		Daftar Dana Cadangan Daerah; dan



		13. 

		Lampiran XIII

		Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.



		

		



		Pasal 6



		



		Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD akan diatur dalam Perauran Walikota.



		



		Pasal 7



		



		Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.



		



		

		Ditetapkan di Kediri  


pada tanggal  30 – 12 -  2010


WALIKOTA KEDIRI,

ttd


            H. SAMSUL ASHAR



		













